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ABSTRAK 

 Salah satu tindak pidana yang tingkat kejahatannya dinilai cukup serius 

adalah eksploitasi. Seringkali di Indonesia ditemukan kasus pidana eksploitasi yang 

menimpa seseorang dari golongan rentan seperti pekerja rumah tangga. Sehingga, 

diperlukan penegakan hukum yang maksimal untuk menjerat para pelaku. Namun, 

di Indonesia sendiri pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi 

pekerja rumah tangga masih kurang maksimal. Dalam skripsi ini menjawab 

pertanyaan yang sudah dicurahkan di rumusan masalah yakni bagaimana 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi pekerja rumah tangga 

baik menurut hukum yang berlaku saat ini maupun di masa mendatang. 

 Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif atau legal 

research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber 

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Indonesia dan sumber hukum 

sekunder yang berupa literatur seperti jurnal maupun buku baik secara langsung 

maupun yang diakses secara online. Teknik pengumpulan sumber hukumnya 

sendiri dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum terkait.  

 Hasil dari keseluruhan penelitian ini adalah: pertama, persoalan mengenai 

eksploitasi maupun pekerja rumah tangga belum sepenuhnya dijelaskan secara 

mendetail dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua, pemerintah 

Indonesia sudah berupaya mewujudkan penegakan serta perlindungan hukum yang 

lebih maksimal dengan yakni dengan mengesahkan KUHP baru. Namun, juga perlu 

segera mengesahkan RUU PPRT untuk untuk meminimalisir tindak pidana 

terhadap pekerja rumah tangga sebagai korban karena dibutuhkan sebuah peraturan 

secara khusus tentang pekerja rumah tangga.  

 Pengaturan dalam RUU PPRT saat ini terbilang masih sedikit, oleh karena 

itu penulis memberikan tambahan rekomendasi yakni dengan memasukkan unsur-

unsur yang terkandung dalam Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja 

Rumah Tangga untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih tegas dalam 

menindak berbagai kasus tindak pidana termasuk eksploitasi. Tidak hanya 

penegakan hukum saja tetapi juga perlindungan hukum yang lebih baik untuk 

pekerja rumah tangga selaku korban. Apabila pekerja rumah tangga dalam 

menjalankan pekerjaannya merasakan tanda-tanda aktivitas eksploitasi, maka harus 

berani untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib untuk diselidiki dan 

diproses. Terakhir, hendaknya membaca serta memahami isi dari perjanjian kerja 

dan diberikan wawasan hukum yang memadai baik oleh pemerintah maupun 

lembaga yang menaunginya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran serta 

perselisihan.  
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